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Penelitian ini bertujuan untuk menjgjaki kemungkinan mengenai penggunaan alat bukti tidak langsung
(indirect evidence) dalam penanganan perkara persaingan usaha, khususnya perkara kartel di tengah
kesulitan yang dialami oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendapatkan alat bukti langsung.
Aparat persaingan usaha di pelbagai belahan dunia mempunya permasalahan yang relatif sama untuk
mendapatkan alat bukti langsung pada saat menangani perkara kartel. Kesulitan mendapatkan alat bukti
langsung menjadi persoalan yang global sifatnya dalam penanganan perkarakartel. Praktik kartel karena
bersifat menghambat persaingan serta mengakibatkan kerugian terhadap sesama pelaku usaha dan
konsumen, tidak dapat dibiarkan bergerak dengan leluasa dengan alasan ada keterbatasan alat bukti menurut
undang-undang. K eterbatasan alat bukti yang terdapat dalam undang-undang tidak pada tempatnya untuk
dijadikan alasan untuk tidak dapat memberantas kartel, alat bukti yang diatur dalam undang-undang perlu
ditafsirkan lebih luas agar mampu mengatasi praktek kartel. Dalam penelitian ini teori yang dipergunakan
sebagai dasar bagi KPPU untuk mempergunakan alat bukti tidak langsung (petunjuk atau persangkaan)
adalah teori penemuan hukum. Menurut teori penemuan hukum hakim harus berusaha untuk menemukan
hukum untuk menangani perkara tertentu walaupun undang-undang tidak mengatur atau undangundangnya
tidak jelas. Hakim atau otoritas persaingan usaha perlu mencari dasar hukum penggunaan alat bukti tidak
langsung sekalipun undang-undangnya tidak ada. Menolak menangani perkara dengan alasan undang-
undang tidak mengaturnya dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropatidak mengatur mengenal alat
bukti tidak langsung. Upaya Komisi Persaingan Usaha untuk mempergunakan alat bukti tidak langsung
dalam penanganan perkara kartel, walaupun tidak diatur dalam undang-undang, upaya Komisi Persaingan
Usaha dalam berbagai perkarakartel dapat dibenarkan oleh hakim. Pengadilan mempunyai kesamaan bahasa
dengan Komisi Persaingan Usaha mengena upaya mempergunakan aat bukti tidak langsung dalam
penanganan perkara kartel yang tidak diatur dalam undang-undang. Perang terhadap kartel yang
menimbulkan kerugian terhadap persaingan usahayang sehat perlu ditangani dengan cara memperbolehkan
penggunaan alat bukti tidak langsung, yaitu berupa alat bukti komunikasi dan alat bukti ekonomi. Di
Indonesia, penanganan perkara kartel yang mempergunakan alat bukti tidak langsung ada yang ditolak oleh
pengadilan, baik itu oleh Pengadilan Negeri maupun oleh Mahkamah Agung dan ada pula yang dibenarkan
oleh pengadilan. Mahkamah Agung. Dari penelitian diperoleh data bahwa Pengadilan Negeri belum ada
yang menerima penggunaan aat bukti tidak langsung, dengan alasan bahwa alat bukti tidak langsung tidak
dikenal dalam hukum pembuktian di Indonesia. Pengakuan terhadap penggunaan alat bukti tidak langsung
sebagai bukti yang sah dalam penanganan perkara kartel, baru dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Putusan
Mahkamah Agung yang membenarkan alat bukti tidak langsung sebagai alat bukti yang sah dalam
penanganan perkara kartel, menjadi dasar hukum bagi diperbolehkannya alat bukti tidak langsung sebagai
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dasar untuk menangani perkara kartel dan perkara persaingan usaha lainnya. Mahkamah Agung sudah
membenarkan pengunaan aat bukti tidak langsung dalam hukum pembuktian di Indonesia.

...... This study aims to explore the possibility of the use of indirect evidence in processing business
competition cases, in particular in cartel cases within the difficulties experienced by the Business
Competition Supervisory Commission (KPPU) to obtain direct evidence. Business competition authorities in
various parts of the world have the same issues to obtain direct evidence when dealing with cartel cases.
Difficulty in obtaining direct evidence became global issues in cartel case process. The practice of cartel,
because it is hampering competition and result in losses to the other entrepreneurs and consumers, shall not
be allowed to move freely because of the limitations of evidence pursuant to the legislation. The limitations
of evidence contained in the legislation is not appropriate reason to not eradicate cartels, evidence set out in
the legidlation need to be interpreted more widely to be able to tackle cartels. In this study the theory used as
abasisfor the KPPU to use indirect evidence (hint or allegation) isthe discovery of the theory of law.
According to the theory of legal discovery, judges should strive to find alaw to deal with a particular case
even though the law does not regulate or it is unclear. Judge or competition authorities need to find alegal
base of using indirect evidence even though the does not exist. Refusing to handle the case by reason of the
law does not exist can be categorized as an action that is contrary to the law. Legislation in the United
States, Japan and the European Union do not regulate the indirect evidence. Competition Commission's
efforts to use indirect evidence in cartel case, athough not regulated by law, can be justified by the judge.
The court has the same vision with the Competition Commission regarding attempts to use indirect evidence
in cartel case process which are not regulated by law. War against the cartels that cause harm to healthy
competition need to be handled by allowing the use of indirect evidence, which is evidence in the form of
communication and economic evidence. In Indonesia, the cartel case process that use indirect evidenceis
rejected by the court, either by the District Court or by the Supreme Court and only some are justified by the
Supreme Court. From the study data showed that none of District Court accepted the use of indirect
evidence, the reason is that indirect evidence was not known to the laws of evidence in Indonesia.
Recognition of the use of indirect evidence as valid evidence in cartel case process, just recently justified by
Supreme Court. Supreme Court decision justifying indirect evidence as valid evidence in cartel case process,
become the legal basis for the permissibility of indirect evidence for dealing with cases of cartel and other
business competition matters. The Supreme Court has confirmed the use of indirect evidence in evidentiary
law in Indonesia.



